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A B S T R A C T

Welfare for the people will soon be realized if it is supported by sufficient resources
and good management.The purpose of this research is to examine the effect of
government size and fiskal decentralization on the welfare of all provincial
governments in Indonesia for the 2014-2018 period. Welfare is measured by HDI;
the size of the local government is measured using the total revenue earned in a
year; and fiskal decentralization is measured through profit sharing funds, general
allocation funds, and special allocation funds obtained in a year. The test was
conducted through panel data regression with the findings that the size of the
government and fiskal decentralization had a positive and significant effect on
welfare. This finding is show of the importance of the sustainability of stakeholder
theory and the joint commitment of all parties to maximize the performance of local
governments in terms of local revenue and decentralization funds to speed up the
realization of welfare for the community

Kesejahteran bagi rakyat akan segera dapat terwujudkan jika didukung oleh sumber
daya yang cukup dan pengelolaan yang baik. Tujuan dari riset ini menguji pengaruh
ukuran pemerintah dan desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan pada seluruh
pemerintah provinsi di Indonesia periode 2014-2018. Kesejahteraan diukur dengan
IPM; ukuran pemerintah daerah diukur menggunakan total pendapatan yang
diperoleh dalam setahun; dan desentralisasi fiskal diukur melalui dana bagi hasil,
dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang diperoleh dalam setahun.
Pengujian dilakukan melalui regresi data panel dengan hasil temuan bahwa ukuran
pemerintah dan desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap kesejahteraan. Temuan ini menunjukkan pentingnya keberlanjutan teori
stakeholder dan komitmen bersama semua pihak untuk memaksimalkan kinerja
pemerintah daerah dalam hal penerimaan pendapatan daerah dan dana desentralisasi
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat
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PENDAHULUAN

Seiring dengan terbitnya UU No. 23/2014 sebagai revisi atas UU No. 32/2004, pemerintah

daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengurusi daerahnya dalam rangka mempercepat

terwujudnya kesejahteraan di Indonesia. Untuk itu kesejahteraan bagi masyarakat wajib untuk

segera diwujudkan oleh pemerintah, karena merupakan amanat dari UU No.23/2014. Selain itu,

kesejahteraan juga merupakan cerminan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan

dan akan berdampak pada peningkatan kepercayaan publik (Cheung, 2013). Namun, sampai dengan

saat ini tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia di tingkat internasional berada diposisi 111

dibawah negara-negara ASEAN seperti: Brunei Darussalam, Thailand, Malaysia dan Singapura

(UNDP, 2019). Hal ini diperkuat oleh BPS-RI yang menyatakan bahwa sampai dengan tahun 2018

masih terdapat 62,65% pemerintah daerah di Indonesia yang tingkat kesejahteraannya berada pada

kategori “sedang dan rendah” (BPS-RI, 2019).

Peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat akan terwujud jika pemerintah memiliki kinerja

keuangan yang baik, yang tercermin dari baiknya pengelolaan APBN/APBD. Karena menurut UU

No.23/2014, kegiatan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum oleh pemerintah untuk

mewujudkan kesejahteraan harus didukung oleh keuangan/pendanaan yang cukup yang bersumber

dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Selain itu, faktor lain yang

dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah ukuran pemerintah daerah, sebagaimana

disampaikan (Dalimunthe et al., 2015; Manik, 2013) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah

berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan. Pemerintah daerah yang besar tentunya

memiliki sumber daya yang sangat cukup. Sumber daya yang besar mempermudah pemerintah

menentukan berbagai alternatif program pembangunan secara leluasa, sehingga pemerintah dapat

meningkatkan pendapatan serta meningkatkan pelayanan guna mensejahterakan masyarakat.

Penelitian tentang ukuran pemerintah, desentralisasi fiskal dan kesejahteraan telah dilakukan

oleh beberapa peneliti dengan hasil yang masih bertentangan. Penelitian Manik, (2013) menyatakan

bahwa peningkatan ukuran pemerintah menyebabkan peningkatan kesejahteraan di Indonesia.

Dalimunthe et al., (2015) menemukan ukuran pemerintah memiliki pengaruh positif pada indeks

pembangunan manusia di Indonesia. Temuan berbeda diungkapkan Fölster & Henrekson (2006)

yang berkesimpulan bahwa untuk negara maju terdapat korelasi negatif antara ukuran pemerintah

dengan pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, (Habibi et al., 2003)

menemukan dampak positif desentralisasi fiskal terhadap kesehatan dan pendidikan di Argentina.

(Mehmood & Sadiq, 2010) berkesimpulan bahwa efektivitas desentralisasi fiskal dapat

meningkatkan pembangunan manusia dan juga memperkuat federasi di Pakistan. Namun, (Woller

& Phillips, 1998) memberikan temuan yang berbeda bahwa hubungan desentralisasi fiskal dengan

pertumbuhan ekonomi adalah tidak signifikan. (Zhang & Zou, 2001) juga menyatakan bahwa
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terdapat hubungan negatif desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi regional di China.

Penelitian ini penting untuk dilakukan dalam rangka mempertegas hasil penelitian terdahulu yang

masih tidak konsisten dan juga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui

manajemen pengelolaan dana desentralisasi dan sumber daya lainnya yang dimiliki pemerintah.

Sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah apakah ukuran pemerintah dan desentralisasi fiskal

memiliki pengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang digunakan pada riset ini

berupa pendekatan kuantitatif melalui regresi data panel.

Temuan ini diharapkan memberikan tambahan referensi tentang pengaruh ukuran pemerintah

dan desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan serta diharapkan memberikan kontribusi bagi para

stakeholder untuk meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan dana desentralisasi dan sumber

daya lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan terhadap seluruh pemerintah

provinsi di Indonesia selama periode 2014-2018. Pemilihan pemerintah provinsi sebagai objek

penelitian dikarenakan menurut UU No. 33/2014 pemerintah provinsi juga mendapatkan dana

perimbangan dari pemerintah pusat secara berkala untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi.

Penarikan sampel menggunakan purposive sampling dengan kreteria (1) pemerintah provinsi yang

memiliki data IPM yang bersumber dari BPS-RI, (2) pemerintah provinsi yang memiliki data total

pendapatan daerah serta data dana perimbangan yang bersumber dari BPK-RI periode 2014-2018.

Kesejahteraan diukur dengan indeks pembangunan manusia (Dalimunthe et al., 2015; Hajibabaei &

Ahmadi, 2014; Jumadi et al., 2013; Soejoto & Subroto, 2015). Ukuran pemerintah daerah diukur

dengan total pendapatan yang diperoleh dalam setahun (Masdiantini & Erawati, 2016; Suhardjanto

& Yulianingtyas, 2011). Desentralisasi fiskal diukur melalui dana bagi hasil, dana alokasi umum,

dan dana alokasi khusus yang diperoleh dalam setahun (Jumadi et al., 2013; Soejoto & Subroto,

2015). Pengujian dilakukan dengan regresi data panel, dimana sebelumnya dilakukan uji asumsi

klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang dihasilkan memiliki ketepatan dalam estimasi,

tidak bias dan konsisten. Adapun model regresinya adalah:

Wit= α + β1GSit+ β2FDit + εit ...(1)

Dimana Wit adalah walfare atau kesejahteraan selama periode pengamatan yang diukur dengan IPM;

GSit adalah government size yang diukur dengan total pendapatan daerah selama periode

pengamatan; DFit adalah fiskal decentralization atau desentralisasi fiskal yang diukur dengan dana

bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus selama periode pengamatan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian statistik deskriptif, tentang ukuran pemerintah, desentralisasi fiskal dan

kesejahteraan masyarakat pada pemerintah provinsi di Indonesia periode 2014-2018 sebagai berikut:

Tabel 1: Statistik Deskriptif
Variabel N Min Mak Mean SD

Gov Size 170 1.21 64.82 8.29 10.34
FD 170 0.80 18.97 3.20 3.12
Walfare 170 56.75 80.47 9.17 4.14
Valid N (listwise) 170
Sumber : Data Diolah, 2019

Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan total pendapatan provinsi terendah dimiliki

oleh Provinsi Gorontalo sebesar Rp 1.21 triliun (yang terjadi pada tahun 2014), total pendapatan

provinsi tertinggi dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 64.82 triliun (yang terjadi pada

tahun 2017), nilai rata-rata total pendapatan pemerintah provinsi di Indonesia sebesar Rp 8.29

triliun dan secara rata-rata selama periode pengamatan ukuran pemerintah terbesar berdasarkan total

pendapatan adalah DKI Jakarta sebesar Rp 53.57 triliun, Jawa Barat sebesar Rp 28.01 triliun dan

Jawa Timur sebesar Rp 25.95 triliun. Desentralisasi fiskal terendah diterima oleh Provinsi

Gorontalo sebesar Rp 0.80 triliun (yang terjadi pada tahun 2014), desentralisasi fiskal tertinggi

diterima oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 18.97 triliun, nilai rata-rata desentralisasi fiskal yang

diterima oleh pemerintah provinsi di Indonesia sebesar Rp 3.20 triliun dan secara rata-rata selama

periode pengamatan desentralisasi fiskal terbesar diterima oleh DKI Jakarta sebesar Rp 13.53 triliun,

Jawa Barat sebesar Rp 8.87 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp 8.28 triliun. Jika dihubungkan

dengan total pendapatan pemerintah daerah selama periode pengamatan, maka hampir seluruh

pemerintah provinsi di Indonesia sumber pendapatan terbesar adalah penerimaan desentralisasi

fiskal dari pemerintah pusat sebesar diatas 25% (kecuali Provinsi Nangro Aceh Darussalam hanya

sebesar 20.53%). Hal ini menggambarkan bahwa secara umum pemerintah provinsi di Indonesia

sebagian besar sumber pendapatannya merupakan transfer dari pemerintah pusat, sehingga akan

berdampak pada rendahnya kemandirian keuangan pemerintah daerah yang pada akhirnya akan

mengganggu percepatan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat pada masing-masing

daerah. Kesejahteraan tertinggi ada pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 80,47 yang terjadi pada

tahun 2018, IPM terendah ada pada Provinsi Papua sebesar 56,75, nilai rata-rata IPM pada

pemerintah provinsi di Indonesia sebesar 69,17 (termasuk dalam kriteria penilaian “sedang”).

Secara rata-rata selama periode pengamatan provinsi yang memiliki IPM tertinggi adalah DKI

Jakarta dengan nilai 79.50 dan DI Yogyakarta dengan nilai 78.24. Temuan ini memperkuat hasil

penelitian Khairudin et al., (2018) yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat pada 146

pemerintah kabupaten/kota di Wilayah Sumatera termasuk kategori “sedang”.
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Penelitian ini telah lulus uji asumsi klasik. Selain itu, penelitian ini juga telah melakukan

pengujian estimasi model regresi dan menghasilkan model fixed effect sebagai model regresi data

panel yang paling cocok untuk digunakan, sehingga hasil pengujian statistik seperti tabel dibawah

ini:

Tabel 2: Hasil Statistik Model Regresi Dengan Fixed Effect
Variabel Coefficient t-Statistic Prob

C 69.6280 58.0628 0.0000
GS 0.0497 3.5066 0.0006
FD 1.2098 4.2466 0.0000
Adj R-squared 0.4597
Prob F-statistic 0.0000
Sumber: Data Diolah, 2019

Ukuran Pemerintah Daerah Berpengaruh Positif pada Kesejahteraan

Ukuran pemerintah memiliki posisi yang sangat strategis, karena pemerintah yang besar

tentunya akan memiliki potensi sumber daya yang melimpah, sehingga dapat dijadikan sebagai

sumber pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan. Hasil pengujian hipotesis

menginformasikan bahwa ukuran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap

kesejahteraan. Ini menunjukkan ukuran pemerintah yang semakin besar akan meningkatkan

kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini, dikarenakan sumber daya yang mencukupi mempermudah

organisasi menentukan berbagai alternatif program pembangunan secara leluasa, sehingga setiap

program atau rencana kerja untuk pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dapat dipenuhi

karena pemerintah memiliki anggaran yang cukup dan tidak mengandalkan sumber pendapatan

eksternal. Selain itu, dengan sumber daya yang besar dapat memudahkan dalam pengambilan

keputusan-keputusan strategis, sehingga mempercepat proses pembangunan dan juga mempercepat

terwujudnya kesejahteraan.

Hasil temuan penelitian ini menguatkan hasil penelitian (Dalimunthe et al., 2015; Lindaman

& Thurmaier, 2002; Manik, 2013) yang menemukan ukuran pemerintah memiliki pengaruh positif

pada peningkatan kesejahteraan. Selain itu, temuan ini mendukung keputusan pemerintah yang

menghentikan sementara waktu usulan pemekaran daerah baru di Indonesia yang masih banyak

meninggalkan konflik politik dan sosial di daerah.

Desentralisasi Fiskal Berpengaruh Positif pada Kesejahteraan

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia telah menimbulkan konsekuensi bagi

pemerintah daerah untuk dapat secara mandiri mengelola pemerintahan berdasarkan sumber daya

yang dimiliki. Strategi ni dilakukan agar kesejahteraan masyarakat dapat segera terealisasi,

mengingat pemerintah daerah dianggap lebih memahami aspirasi masyarakatnya. Untuk

mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal ini, pemerintah pusat menyerahkan sumber-sumber
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pendanaan melalui transfer dana kepada pemerintah daerah yang disebut sebagai dana perimbangan.

Hasil pengujian hipotesis menginformasikan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif

dan signifikan terhadap kesejahteraan. Ini menunjukkan keberadaan dan peningkatan desentralisasi

fiskal bagi pemerintah daerah akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini karena

desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan fiskal kepada daerah yang dianggap lebih

memahami aspirasi masyarakatnya, sehingga kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh

pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan merupakan keinginan murni dari

masyarakat.

Temuan ini telah menguatkan hasil penelitian (Jumadi et al., 2013; Mehmood & Sadiq,

2010; Soejoto & Subroto, 2015) yang menemukan dampak positif desentralisasi fiskal terhadap

kesejahteraan. Selain itu, temuan penelitian ini mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk terus

meningkatkan alokasi dana desentralisasi fiskal bagi pemerintah daerah untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Riset ini berkesimpulan (1) ukuran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kesejahteraan. Ini menunjukkan bahwa keberadaan ukuran pemerintah sangat penting untuk

mendukung peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, mengingat ukuran pemerintah yang besar

tentunya berpotensi menghasilkan sumber daya yang memudahkan pemerintah dalam pengambilan

keputusan-keputusan strategis, sehingga mempercepat proses pembangunan dan juga mempercepat

terwujudnya kesejahteraan. (2) desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kesejahteraan. Ini menunjukkan keberadaan dan peningkatan alokasi dana desentralisasi bagi

pemerintah daerah sangat penting guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat.

Hal ini karena dana desentralisasi diperuntukkan guna mendukung pemerintah daerah mewujudkan

pelayanan dan kesejahteraan terbaik bagi masyarakat.

Implikasi temuan ini secara teoritis mendukung keberadaan teori stakeholder, dimana

sebagai sebuah organisasi pemerintah daerah akan memaksimalkan kebermanfaatannya berupa

kesejahteraan bagi seluruh stakeholder melalui strategi pendapatan daerah dan desentralisasi fiskal.

Selain itu, implikasi lain dari penelitian ini berupa komitmen bersama semua pihak untuk

memaksimalkan kinerja pemerintah daerah dalam hal penerimaan pendapatan daerah dan dana

desentralisasi.

Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambahkan periode pengamatan, melakukan

penelitian pada pemerintah kabupaten/kota dan menambahkan variabel lainnya seperti good

governance, mengingat sumber daya yang besar harus didukung oleh tatakelola yang baik, sehingga
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sumber dana yang besar dapat terhindar dari praktek korupsi dan benar-benar dapat dikelola dengan

baik untuk mewujudkan kesejahteraan.
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